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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-
Nya Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa berhasil menyelesaikan penyusunan
laporan kinerja tahun 2022 tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah
mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap
tahun.

Laporan ini menyajikan informasi Kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran
program/sasaran kegiatan beserta indikator Kkinerjanya sebagaimana tertuang dalam
Perjanjian Kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2022. Biro Umum dan
Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2022 menetapkan 2 (dua) sasaran dan 4 (empat)
indikator kinerja. Secara umum Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa telah berhasil
merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Biro
Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2022. Selain itu, tantangan dan
permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan
dalam menetapkan strategi/inovasi kerja ke depannya.

Semoga laporan Kkinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan
program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan
serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
terselesaikannya laporan kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun
2022.

Jakarta, Januari 2023
Kepala Biro Umum dan Pengadaan
Barang dan Jasa

Triyantoro
NIP 196811131993031002
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022 menyajikan
tingkat pencapaian 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sebagaimana
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator
kinerja lebih detail diuraikan pada BAB Il Laporan ini.

Secara umum, capaian kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022
adalah sebagai berikut:

333.731.690.000

!

328.517.793.765

98,44%

Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan serta
pengadaan barang dan jasa bidang pendidikan

75% 206

Capaian IKK 2 Jumlah unit kerja yang
mengimplementasikan sistem naskah dinas
elektronik

Capaian IKK 1 Persentase optimalisasi fungsi UKPBJ
Kemendikbudristek

Target B Capaian

Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya tata kelola
Biro Umum dan Pengadan Barang dan Jasa

A 93
Predikat SAKIP Biro Umum dan Pengadaan Barang dan  Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro

Jasa minimal BB Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa minimal 90

Target M Capaian

Vil
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10.

11.

Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian

target antara lain:

Pemenuhan indikator kematangan UKPBJ masih perlu ditingkatkan mengingat masih
ada beberapa capaian yang harus dilengkapi.

Terdapat pelaku pengadaan yaitu satuan kerja dan penyedia yang belum menguasai dan
mengetahui peraturan pengadaan barang dan jasa terbaru.

Belum optimalnya pelaksanaan pengadaan melalui E-purchasing.

Pengelolaan perpindahan JF PBJ baik yang melalui jalur perpindahan atau penyetaraan
yang masuk ke Biro Umum dan PBJ masih memerlukan peningkatan kompetensi.
Penyesuaian pada Prosedur Operasional Standar (POS) yang perlu diperbaharui sesuai
dengan peraturan terbaru.

Kesulitan pelaksanaan analisis terhadap kebutuhan pengadaan barang dan jasa pada
satuan kerja Kemendikbudristek karena keterlambatan dalam pengumuman paket di
SiRUP.

Kesulitan pemantauan atas progres kepengurusan perizinan pembangunan asrama
mahasiswa nusantara dengan pihak terkait (PTSP, BPPW, Konsultan Perencana,
Konsultan AMDAL, dan Konsultan ANDALALIN).

Sebaran JF PBJ tidak merata sehingga terdapat satuan pelaksana yang membutuhkan
bantuan JF PBJ dari satuan pelaksana lainnya.

Skor statistik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen
Diktiristek) berada pada rentang 0--59,99 (warna merah). PTN sebagai unit kerja di
bawah Ditjen Diktiristek menggunakan SINDE masih secara bertahap dan terbatas
karena terbentur pada pengaturan Klasifikasi arsip yang ada di instrumen kearsipan
masing-masing PTN. Untuk itu, dinilai perlu ada tinjauan ulang dan kesepakatan
bersama antar-pihak terkait.

Pemutakhiran dan/atau penyesuaian struktur unit kerja, jabatan, dan pengguna di
SINDE belum dilakukan secara responsif oleh admin unit SINDE khususnya di
lingkungan PTN. Hal ini karena adanya resistansi penggunaan SINDE di PTN, salah
satunya dari faktor keberadaan sistem persuratan internal di sebagian besar PTN.
Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE) yang merupakan sistem persuratan di
lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi belum

ditetapkan sebagai aplikasi sejenis dengan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis

Viil
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12.

(AUBKD) dan belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis
Terintegrasi (SRIKANDI).

Pembinaan kearsipan di lingkungan PTN dan Politeknik belum terlaksana secara
intensif karena terbentur permasalahan kebijakan (adanya ketidaksinkronan antara
Permendikbudristek Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penyelengaraan Kearsipan dan
instrumen kearsipan di PTN dan Politeknik) dan organisasi kearsipan (kerancuan
mengenai fungsi Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi/LKPT).

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang

muncul antara lain:

meningkatkan kelembagaan UKPBJ dengan memperbaharui bukti dukung yang telah
diupload agar sesuai regulasi yang ditetapkan, antara lain:

a menarik SDM PBJ berkedudukan di UKPBJ dengan Kepsekjen Kemendikbudristek.
b membentuk Satuan Pelaksana di daerah;

¢ merevisi Prosedur Operasional Standar (POS);

d melakukan perbaikan terus menerus terhadap manajemen penugasan JF PPBJ; dan
e melakukan koordinasi dengan tim Stranas PK dan LKPP.

melakukan koordinasi dan sosialisasi terkait dengan peraturan pengadaan barang dan
jasa terbaru pada pelaku pengadaan;

mensosialisasikan Surat Edaran Mendikbudristek Nomor 31 Tahun 2022 mengenai
Pelaksanaan Belanja Langsung Pengadaan Melalui Aplikasi Toko Daring;

melakukan koordinasi dengan Biro Organisasi dan Tata Laksana terkait dengan
penyempurnaan POS yang sudah ada dengan peraturan yang terbaru;
Mengkoodinasikan secara intensif antara konsultan perencana, konsultan AMDAL,
konsultan ANDALALIN, PTSP, dan BPPW secara rutin;

melakukan penambahan dan pemerataan JF PBJ pada masing-masing satuan pelaksana
melalui, perpindahan, dan rekrutmen PPPK;

melaksanakan kegiatan Sosialisasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata
Naskah Dinas Kemendikbud dan Permendikbudristek Nomor 20 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Kearsipan dengan mengundang Perwakilan Struktural, Pengelola
Persuratan, dan Pengelola Kearsipan di seluruh Unit Kerja Kemendikbudristek

IX
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termasuk PTN dan Politeknik yang menghasilkan bahan analisis dan telaah
permasalahan pengelolaan kearsipan;

8. melaksanakan kegiatan asistensi penggunaan SINDE di lingkungan PTN; dan

9. mengembangkan menu Arsip pada SINDE yang diselaraskan dengan proses bisnis
kearsipan pada KepmenpanRB Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang
Kearsipan Dinamis sebagai upaya pengajuan SINDE menjadi aplikasi sejenis dengan
Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis.



BAB I
PENDAHULUAN
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Biro Tata Usaha Biro Umum Biro Umum dan PBJ
(1975 — 2001) (2001 — 2019) (2019 — Sekarang)
* P.H. Ajawaila (1975--1981) * | Dewa Gde Oka Wiwaha » Moch. Wiwin Darwina
* Zakaria Idris (1981--1983) (2001--2008) * (2019-2021)
* Tarip Roestarto (1983-- * Hindun Basri Purba « Triyantoro (2021--sekarang)
1991) (2008--2011)
 Soenardi Dwidjosusastro * M.Q. Wisnu Aji (2011--
(1991--1999) 2015)
* Abdul Rauf (1999--2001) + Sutanto (2015--2018)

» Ahmad Mahendra (2018--
2019)

Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa
merupakan satuan kerja pada Sekretariat D|agrézroljm[illrs:réztrj]m;;gawal

Jenderal Kemendikbudristek. Sesuai dengan gy

Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 PNS; 451
Tentang Organsasi dan Tata Kerja PPNPN;
400 373
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset -
dan Teknologi, Biro Umum dan Pengadaan
300
Barang dan Jasa pertama kali dibentuk pada
250
1975 dengan nama Biro Tata Usaha dan tahun
2001 s.d. 2019 berganti menjadi Biro Umum. 200
150

Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa
dipimpin oleh Triyantoro dengan jumlah SDM 100
per Desember 2022 sebanyak 824 pegawai, 50

Wilayah kerja Biro Umum dan Pengadaan 0
) _ ) PNS PPNPN

Barang dan Jasa melingkupi Satker Pusat, Unit

Pelaksana Teknis (UPT), Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Lembaga Layanan Pendidikan

Tinggi dan Sekretariat Lembaga Sensor Film.
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Diagram 1.2 PNS Biro Umum dan Diagram 1.3 PNS Biro Umum
PBJ Berdasarkan Jenis Kelamin dan PBJ berdasarkan Golongan

400
374
350
300
250
200
150
100

50 55

u L aki-laki ®Perempuan = | 1] 11 \V4

Diagram 1.4 Sebaran PNS Biro Umum dan PBJ Berdasarkan
Pendidikan

s3 |1
piv il 5
Din i 17
SMA/SMK/MA ﬁ 71
0 50

100 150 200 250 300
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B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain :

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja;

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022
tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021, Biro Umum dan Pengadaan

Barang dan Jasa dipimpin oleh Kepala Biro yang bertanggung jawab kepada Sekretaris

Jenderal. Sesuai dengan Permendikbudristek tersebut Biro Umum dan Pengadaan Barang

dan Jasa memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

“Melaksanakan urusan ketatausahaan, pembinaan dan pengelolaan
persuratan dan kearsipan, kerumahtanggaan, dan keprotokolan di lingkungan
Kementerian serta pembinaan dan pengadaan barang dan jasa Kementerian
dan urusan ketatausahaan Biro”
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Fungsi Biro
Umum dan PBJ

Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan;

Pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan di lingkungan
Sekretariat Jenderal,

Penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan persuratan dan
kearsipan di lingkungan Kementerian;

Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan di lingkungan Kementerian;
Pelaksanaan urusan keprotokolan di lingkungan Kementerian;

Penyiapan bahan pembinaan pengadaan barang dan jasa di
lingkungan Kementerian;

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian;
Fasilitasi pengadaan brang dan jasa di lingkungan Kementerian;

Penyiapan bahan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan
pengadaan barang dan jasa;

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang umum dan
pengadaan barang dan jasa;

Struktur Organisasi Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa:

Kepala Biro Umum dan

Pengadaan Barang dan Jasa

Drs. Trivantoro. M.St.

Kepala Bagian Tata Usaha

Manifes Zubayr, S.E.. M.M.Ak

Kepala Subbagian Tata Kepala Subbagian Urusan

Usaha Pimpinan dan
Protokol

Dalam

Yama Bavuaii. S.E.. Ikhtiari Survadharma, 8.T.. ML.M.

Kelompok Jabatan

Fungsional

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Permendikbud

Nomor 45 Tahun 2019
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Tugas masing-masing bagian dan subbagian di Biro Umum

dan Pengadaan Barang dan Jasa

B - melakukan urusan
ketataudahaan

« pelaksanaan urusan » melakukan

ketatausahaan pimpinan;

Bagian Tata Usaha

» pelaksanaan urusan

keprotokolan
Kementerian;

* pelaksanaan penyusunan

bahan pembinaan dan
pengelolaan persuratan
dan kearsipan di
lingkungan
Kementerian;

« pelaksanaan keamanan,

ketertiban, keindahan,
dan kebersihan

pimpinan, urusan
keprotokolan
Kementerian, dan
urusan
ketatausahaan Biro
serta penyiapan
bahan pembinaan
dan pengelolaan
persuratan dan

kearsipan di

urusan keaman,
ketertiban,
kebersihan,
keindahan,
pengaturan
penggunaan
kendaraan, dan
rumah negara di
lingkungan
Sekretariat

Subbagian Urusan Dalam

Jenderal serta
pengelolaan
poliklinik di
lingkungan
Kementerian.

lingkungan
Kementerian;

« pelaksanaan
pengelolaan poliklinik
Kementerian;

* pengaturan penggunaan
kendaraam dan rumah

lingkungan
Kementerian.

negara di lingkungan

Sekretariat Jenderal; dan
* pelaksanaan urusan

ketatausahaan Biro.

Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol

D. Isu-lsu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

ISU Pengembangan dan pemantapan pengelolaan SDM UKPBJ serta
STRATEGIS pelaksanaan analisis riset pasar, Sistem Pengelolaan Data dan
Informasi untuk menudukung Peningkatan Kematangan UKPBJ.

Dukungan pelaksanaan terhadap pembangunan dan pengelolaan
Asrama Mahasiswa Nusantara di tiga provinsi Yogyakarta, Jakarta,
dan Malang.

Peningkatan pengunaan tokodaring dan produk PDN atau TKDN
terhadap Pengadaan Barang dan Jasa.

Pengoptimalisasian
Kemendikbudristek.

penggunaan SINDE pada unit Kerja

Pengajuan SINDE sebagai aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum
Bidang Kearsipan Dinamis (AUBKD).
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PERAN
STRATEGIS

Berperan dalam pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa tingkat
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Berperan dalam penyusunan dokumen perizinan untuk pembangunan
dan pengelolaan Asrama Mahasiswa Nusantara di tiga lokasi tersebut
sesuai dengan Perpres Nomor 106 Tahun 2021.

Berperan dalam meningkatkan penggunaan produk PDN atau TKDN
sesuai dengan kegiatan (BBI) Bangga Buatan Indonesia.

Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa berperan mengembangkan
sistem persuratan dan kearsipan berbasis teknologi guna memberikan
layanan pengelolaan persuratan dan kearsipan yang efektif, efisien, dan
terpadu. Selain itu, Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa
melaksanakan pembinaan pengelolaan persuratan dan kearsipan guna
meningkatkan pemahaman dan kompetensi teknis penggunaan SINDE di
seluruh unit kerja Kemendikbudristek didasarkan atas pengawalan skor
statistik unit kerja secara rutin dan berkelanjutan.
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan Organisasi

Perumusan tujuan Kemendikbudristek ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran

terlaksananya misi dan tercapainya visi, Kemendikbudristek menetapkan lima tujuan

sebagai berikut:

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif.

2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta
didik.

3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter.

4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengaruh utamanya dalam
Pendidikan.

5. Penguatan sistem tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan yang partisipatif, transparan,
dan akuntabel.

Sesuai dengan Rencana Strategis Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2020 -

2024, Biro Umum dan PBJ berperan mewujudkan tujuan kelima dari Kemendikbudristek

dengan sasaran strategis ‘“Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu

pengetahuan, dan teknologi yang parsitipatif, transparan, dan akuntabel”. Berkaitan dengan

tujuan dan sasaran tersebut, Biro Umum dan PBJ memiliki fokus tujuan yaitu “melakukan

penguatan dalam hal pengelolaan ketatausahaan, persuratan dan kearsipan, kerumahtanggan,

keprotokolan, dan pengadaan barang dan jasa.

B. Rencana Kinerja Jangka Menengah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 13
tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun
2020 - 2024. Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa menetapkan sasaran, indikator
dan target selama lima tahun sebagai berikut:
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1.0

11

1.2

2.0

2.1

2.2

Target
Uraian Kategori Perjanjian
Kinerja 2022
Meningkatnya kualitas layanan SK
ketatausahaan serta pengadaan
barang dan jasa bidang pendidikan,
kebudayaan, riset, dan teknologi
Persentase optimalisasi fungsi IKK 75
UKPBJ Kemendikbudristek
Jumlah unit kerja yang IKK 206
mengimplementasikan sistem
naskah dinas elektronik
Meningkatnya tata kelola Biro SK
Umum dan PBJ
Predikat SAKIP Biro Umum dan IKK A
Pengadaan Barang dan Jasa
minimal BB
Nilai Kinerja Anggaran atas IKK 93

Pelaksanaan RKA-K/L Biro Umum
dan Pengadaan Barang dan Jasa

minimal 90

Target
Perjanjian
Kinerja 2023

88

274

94

2.1 Tabel Target Perjanjuan Kinerja Capaian Biro Umum dan PBJ

C. Tujuan Strategis

1

Penguatan manajemen dan tata
kelola yang berkelanjutan di bidang
ketatausahaan, keprotokolan,
kepegawaian, keuangan, dan

kerumahtanggaan; dan

Target
Perjanjian
Kinerja 2024

100

343

95

Inovasi layanan berbasis pemanfaatan

teknologi dan informasi untuk peningkatan
kualitas layanan dan tata kelola persuratan,
kearsipan dan pengadaan barang dan jasa
di lingkungan Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Sebagai Upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Stratgis

Tahun 2020-2024, Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa merumuskan kinerja yang

akan dicapai di tahun 2022, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:
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Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
Perjanjian
Kinerja 2022
[SK 1] Meningkatnya kualitas = [IKK 1.1] Persentase optimalisasi fungsi UKPBJ 75

layanan ketatausahaan serta Kemendikbudristek
pengadaan barang dan jasa

bidang pendidikan, [IKK 1.2] Jumlah unit kerja yang 206
kebudayaan, riset, dan mengimplementasikan sistem naskah dinas elektronik
teknologi
[SK 2] Meningkatnya tata [IKK 2.1] Predikat SAKIP Biro Umum dan A
kelola Biro Umum dan PBJ Pengadaan Barang dan Jasa minimal BB

[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan 93

RKA-K/L Biro Umum dan Pengadaan Barang dan
Jasa minimal 90
2.2 Tabel Perjanjian Kinerja Awal

Kode Nama Kegiatan Anggaran
1985 Peningkatan Layanan Prima 354.427.002.000
dalam Menunjang Fungsi
Pelayanan Umum Kementerian
dan Pengadaan Barang dan Jasa

Pagu alokasi anggaran Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022
pada periode awal 2022 sejumlah Rp354.427.002.000, terdapat beberapa revisi anggaran

yang mengakibatkan refocussing diantaranya adalah :

No Asal Refocussing Tujuan Refocussing Nilai
1 Realokasi Anggaran dari pusdatin ~ Alokasi Anggaran Peringatan Rp5.000.000.000
yang dialokasikan Hari-hari Besar Nasional,

Kebijakan Staf Ahli Menteri, dan

Layanan Penyelenggaraan

Kearsipan
2 Realokasi Tunjangan 3 Balai dan Alokasi ke Ditjen GTK -Rp5.105.301.000
PTP
3 Realokasi Belanja Barang ke Konsultan Dashboard Report RUP Rp200.000.000
Belanja Modal sesuai Kebijakan PDN, Konsultan

Pengembangan Tools Penyusunan
RUP untuk PTN BH
4 Realokasi Anggaran Automatic Instruksi Menteri Keuangan -Rp22.090.011.000
Adjustment BUPBJ ke BA BUN terkait realokasi Anggaran
Automatic Adjustment

TOTAL -Rp21.995.312.000
2.3 Tabel Refocussing Anggaran Tahun 2022
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Dikarenakan adanya perubahan tersebut sehingga anggaran akhir Biro Umum dan

Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022 sebesar Rp333.731.690.000.

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
Perjanjian
Kinerja 2022
[SK 1] Meningkatnya kualitas layanan = [IKK 1.1] Persentase optimalisasi fungsi UKPBJ 75

ketatausahaan serta pengadaan barang =~ Kemendikbudristek
dan jasa bidang pendidikan, [IKK 1.2] Jumlah unit kerja yang

k n, ri n teknologi . . . .
ebudayaan, riset, dan teknolog mengimplementasikan sistem naskah dinas

elektronik
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Biro  [IKK 2.1] Predikat SAKIP Biro Umum dan
Umum dan PBJ Pengadaan Barang dan Jasa minimal BB

[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas
Pelaksanaan RKA-K/L Biro Umum dan

Pengadaan Barang dan Jasa minimal 90

2.4 Tabel Perjanjian Kinerja Akhir

Kode Nama Kegiatan
1985 Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang

Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan

Pengadaan Barang dan Jasa

206

93

Anggaran
333.731.690.000
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BAB 111
Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2022, Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa
menetapkan 2 sasaran dengan 4 indikator kinerja kegiatan. dengan tingkat ketercapaian
sebagai berikut:

Sasaran Indikator Target Realisasi Persentase
Capaian
[SK 1] Meningkatnya [IKK 1]Persentase 75 85.30 113
kualitas layanan optimalisasi fungsi UKPBJ
ketatausahaan serta Kemendikbudristek

pengadaan barang dan

[IKK 2]Jumlah unit kerja 206 239 116

yang mengimplementasikan

jasa bidang pendidikan,

kebudayaan, riset, dan
sistem naskah dinas

teknologi
elektronik
[SK 2] Meningkatnya tata | [IKK 3]Nilai Kinerja 93 0 96.45
kelola Biro Umum dan Anggaran atas Pelaksanaan
PBJ RKA-K/L Biro Umum dan

Pengadaan Barang dan Jasa
minimal 90

[IKK 4] Predikat SAKIP Biro A A 100%
Umum dan Pengadaan

Barang dan Jasa minimal BB

3.1 Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan serta pengadaan barang dan jasa

SK bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi

Sasaran Kegiatan (SK) meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan serta pengadaan
barang dan jasa bidang Pendidikan dan kebudayaan memiliki 2 Indikator Kinerja Kegiatan
(IKK). Secara umum dari kedua indikator tersebut tercapai dengan baik, yaitu untuk 1IKK
Tingkat Kematangan UKPBJ Kemendikbudristek tercapai pada tingkat kematangan level 4
atau 100%, dan IKK Persentase unit kerja yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen
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tercapai 70,50% dari target sebanyak 60%. Ketercapaian dari masing-masing indikator

tersebut adalah sebagai berikut.

,—
IKK 1.1 Persentase optimalisasi fungsi UKPBJ Kemendikbudristek

Persentase Optimalisasi Fungsi UKPBJ Kemendikbudristek, merupakan perluasan peran
dari fungsi pengadaan barang dan jasa yang semula bernama Unit Layanan Pengadaan
(ULP), saat ini berganti menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).
Perubahan nama ULP menjadi UKPBJ tersebut tidak sekedar berganti nama saja, tetapi
mempunyai filosofi kelembagaan yang jauh berbeda. Jika ULP hanya mempunyai fungsi
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (e-procurement) saja, maka UKPBJ adalah Unit Kerja
di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi Pusat Keunggulan (Center of

Excellence) Pengadaan Barang/Jasa.

UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja yang memiliki
karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan
perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah

(value added) dan manfaat dalam Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia.

Untuk mencapai peran sebagai pusat keunggulan UKPBJ diberikan seperangkat fungsi yang

bersinergi antara satu fungsi dengan fungsi lainnya dalam rangka mendorong Pengadaan

Barang dan Jasa efektif dan efisien. Fungsi tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Kepala

LKPP Nomor 14 Tahun 2018 pasal 3, sebagai berikut:

1. Pengelolaan Barang dan Jasa,

2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik,

3. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa, dan

4. Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau bimbingan teknis Pengadaan Barang
dan Jasa.

Pembagian implementasi pelaksanaan kematangan UKPBJ dilakukan berdasarkan

kedekatan fungsi dan variabel kematangan serta Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan

dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP Nomor 17 Tahun 2019.

Adapun pembagian tanggung jawab penyelesaian variabel kepada tiap Fungsi, tercantum di

bawabh ini:
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Fungsi Pengembangan Pen d';i:ﬁ?:]gan

Domain dan Variabel Fungsi Pengelola PBJ SDM dan . ! Fungsi LPSE
Kelembagaan Konst.llltam, dan
Bimtek

Domain Proses
Manajemen Pengadaan X X
Manajemen Penyedia x X X X
Manajemen Kinerja X X X
Manajemen Risiko X X X
Domain Kelembagaan
Pengorganisasian Kelembagaa[ X X X
Tugas/Fungsi Kelembagaan | X
Domain SDM
Perencanaan SDM Pengadaan| X
Pengembangan SDM Pengadaan X X X
Domain Sistem Informasi
Sistem Informasi [ X | X l | X

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian IKK

Pengukuran capaian IKK dilaksanakan sesuai dengan level yang sudah ditetapkan oleh

LKPP dan dikonversikan ke dalam delapan tingkat penilaian.

1.

No | Target | Keterangan
11 12,50% | mencapai level 1 berdasarkan penilaian Mandiri
2 25% | mencapai level 2 berdasarkan penilaian Mandiri
3| 37,50% | mencapai level 3 berdasarkan penilaian Mandiri
4 50% | mencapai level 3 berdasarkan penilaian LKPP
5| 62,50% | mencapai level 4 berdasarkan penilaian Mandiri
6 75% | mencapai level 4 berdasarkan penilaian LKPP
7 | 87,50% | mencapai level 5 berdasarkan penilaian Mandiri
8 | 100% | mencapailevel 5 berdasarkan penilaian LKPP
Presentase = ——vetyang dicapal ;. 4 gy,

Level yang ditargetkan

Tabel 3.3 Pengukuran Capaian IKK berdasarkan target

Indikator Kinerja Kegiatan

R

Target

enstra

2024

Persentase optimalisasi fungsi UKPBJ 75 % 85,30 % 115% 100 %

Kemendikbudristek

Tabel 3.4 Pengukuran Capaian IKK Persentase optimalisasi fungsi UKPBJ Kemendikbudristek
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Pada tahun 2022 dilaksanakannya revisi renstra tahun 2020—2024 menyesuaikan
Permendikbudristek nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbudristek
nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemenidkbud Tahun 2020—2024,
sehingga capaian IKK terkait dengan Persentase Optimalisasi Fungsi UKPBJ
Kemendibudristek mencapai 85,30 % dari target IKK sebanyak 70 %.

Dalam rangka peningkatan pengunaan produk dalam negeri, Biro Umum dan Pengadaan
Barang dan Jasa telah melakukan sosialisasi secara intensif terkait penggunaan produk dalam
negeri kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek, sehingga dalam
realisasi pembelanjaan produk dalam negeri diketahui bahwa Kemendikbudristek sampai
dengan bulan September 2022 mendapatkan peringkat tertinggi dalam realisasi belanja

produk dalam negeri.

INGARAHAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Gambar 3.1 Pengarah Presiden RI kepada seluruh Menteri dalam aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia

Program/kegiatan terkait yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator
kinerja yang ditetapkan antara lain

1 Indikator pemanfaatan sistem Pengadaan:
a mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) mendahului tahun anggaran dan
paling lambat sampai tanggal 31 Maret tahun berjalan (6,2);
b menyelesaikan seluruh proses paket e-Tendering (tender, seleksi dan tender cepat)

melalui SPSE paling lambat 31 Desember tahun penilaian (4,9);
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¢ melakukan pengisian menu pada aplikasi katalog/toko daring minimal sampai dengan
serah terima pekerjaan untuk paket e- Purchasing pada tahun penilaian (0%). (Karena
perbedaan sistem yang digunakan oleh LKPP dan KPK sehingga menjadi catatan saja
untuk beberapa indikator yang masih 0 %);

d melakukan penyelesaian seluruh proses paket Pengadaan Langsung dan Penunjukan
Langsung tahun penilaian secara transaksional melalui SPSE (0%); dan

e melakukan pengisian e_Kontrak melalui SPSE untuk seluruh paket e-Tender (5%).

2 Indikator kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ :

Surat Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek nomor 60756/A7/KP.09.00/2022 tentang
Mekanisme Pengangkatan Jabatan Fungsional PPBJ Kemendikbudristek melalui jalur
Perpindahan yang ditujukan kepada seluruh satker bagi PNS yang berminat mengajukan
perpindahan dari JFU ke JFT melalui aplikasi siperpindahan.lkpp.go.id. kepada LKPP
melalui email: dit.bangprof@Ikpp.go.id (29,2).

3 Indikator tingkat kematangan UKPBJ:

Menyusun dokumen bukti dukung Tingkat Kemtangan UKPBJ sesuai SE Deputi Bidang
PPSDM Nomor 2 Tahun 2022 (40%).

4 Pemetaan Produk Dalam Negeri pada Belanja dengan Dana Alokasi Khusus.

5 Persiapan Penandatanganan SPPBJ
dan Kontrak Buku Kurikulum
Merdeka oleh Sekretaris Jenderal.

6 Pembahasan  rancangan  Surat o
Edaran Dirjen PAUDDASMEN
tentang Teknis Pendampingan f

Satgas Percepatan Pengadaan Buku

Kurikulum Merdeka pada Satuan
Pendidikan. Gambar 3.2 Kegiatan diklat JF PBJ

7 Penyusunan peta jalan aksi afirmatif PDN dan UMKM.

8 Pembekalan materi diklat dan uji kompetensi jenjang muda dan madya fungsional PBJ
Kemendikbudristek.

9 Sosialisasi Surat Edaran Mendikbudristek Nomor 18 Tahun 2022 tentang penggunaan
Produk Dalam Negeri (PDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kemendikbudristek.

10 Koordinasi tindak lanjut kepengurusan perizinan pembangunan AMN Malang,
Yogjakarta, dan Jakarta serta progres riset PBJ di lingkungan Kemendikbudristek.
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Gambar 3.3 Kegiatan koordinasi tindak lanjut dokumen perijinan UKL-UPL AMN DI Yogyakarta dan
AMDAL AMN DKI Jakarta dan Malang

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya
pencapaian target antara lain

1 Satker belum maksimal mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan/atau
lewat tanggal 31 Maret tahun berjalan (6,2).

2 Satker belum menyelesaikan seluruh proses paket e-Tendering (tender, seleksi dan tender
cepat) melalui SPSE paling lambat 31 Desember tahun penilaian (4,9).

3 Satker belum memaksimalkan penggunaan/pengisian menu pada aplikasi katalog/toko
daring minimal sampai dengan serah terima pekerjaan untuk paket e-Purchasing pada
tahun penilaian (0%).

4 Seluruh proses paket Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung tahun penilaian
secara transaksional tidak melalui SPSE (0%).

5 Jumlah SDM PBJ yang dinamis (mengundurkan diri) sehingga belum merata di setiap

satuan pelaksana.

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang
dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain

1 Surat Sekretaris Jenderal No. 61156/A.A7/LK.00.00/2022 tanggal 26 September 2022
tentang Kebijakan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023 di
Kemendikbudristek dan Kepala Biro Umum dan PBJ.
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2 Menugaskan SDM PBJ untuk melakukan pendampingan penyusunan Rencana Umum
Pengadaan bagi PPK terhadap seluruh Satuan Kerja Kemendikbudristek.

3 Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Belanja
Langsung Pengadaan Melalui Aplikasi Tokodaring di Kemendikbudristek Tahun 2022.

4 Mengalihkan proses pengadaan langsung melalui aplikasi SIMPeL ke e-PL LKPP.

5 SDM PBJ non JF diusulkan mutasi ke JF PPBJ dan melakukan rekrutmen ke PPPK.

IKK 1.2 Jumlah unit kerja yang mengimplementasikan sistem naskah dinas

elektronik

Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa mengembangkan sistem persuratan dan
kearsipan berbasis teknologi guna memberikan layanan pengelolaan persuratan dan
kearsipan yang efektif dan efisien. Hal ini juga didukung oleh Pusat Data dan Teknologi
Informasi Kemendikbudristek yang mengembangkan sistem pemerintahan berbasis
elektronik (SPBE).

Unit kerja merupakan unit-unit yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mencakup unit kerja pusat, Unit Pelaksana Teknis
(UPT), Perguruan Tinggi Negeri (PTN), LL Dikti, dan Sekretariat Lembaga Sensor Film
(LSF).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata
Naskah Dinas Elektronik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, naskah dinas elektronik
adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan,
yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di lingkungan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Jumlah unit kerja yang mengimplementasikan sistem naskah dinas elektronik adalah unit
kerja yang memiliki skor aktivitas unit kerja minimal 70. Target pada tahun 2021 adalah
seluruh unit kerja Kemendikbudristek kecuali PTN. Target pada tahun 2022 s.d. 2024 adalah
seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
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Teknologi termasuk PTN, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Metode Perhitungan

Rumus skor aktivitas unit kerja sebagai berikut:
SSM = skor surat masuk
SSK = skor surat keluar

SAPG = skor aktivitas personal gabungan
Skor = SSM + SSK + SAPG

1. Penghitungan Skor Surat Masuk (SSM):
SML = Jumlah surat masuk dengan lampiran

SM = Jumlah surat masuk yang diterima unit kerja

Sehingga rumus penghitungannya menjadi:

SSM—SML 10 %
=M x 0

2. Penghitungan Skor Surat Keluar (SSK):
SKT = skor surat keluar tanpa lampiran
SKL = skor surat keluar dengan lampiran belum proses kirim
SKK = skor surat keluar proses kirim
TL = surat keluar tanpa lampiran
SK = surat keluar yang dibuat unit kerja
SBK = surat keluar dengan lampiran belum proses kirim

KK = surat keluar proses kirim
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Sehingga rumus penghitungannya menjadi:

SSK = (SKT + SKL + SKK) x 15%

a. Penghitungan Skor surat keluar tanpa lampiran (SKT):

SKT = 21k o5
“3ISK”

b. Penghitungan Skor surat keluar dengan lampiran belum proses kirim (SKL):

2SBK

SKL = x75

C. Penghitungan Skor surat keluar proses kirim (SKK):

2KK
SKK =

K x100

Keterangan:

a Penentuan pembobotan melalui simulasi angka sampai mendapatkan skor rasional.

b Skor surat masuk memiliki bobot 10%, surat keluar memiliki 15%, dan gabungan
skor aktivitas personal memiliki bobot 75%.

c Bobot surat masuk dan surat keluar mendapat persentase lebih kecil karena melihat
(1) tingkat kesulitan dan (2) jumlah pelaku/pengguna yang terlibat.

d Untuk pemrosesan surat keluar, poin surat keluar (pengambilan nomor meskipun
tanpa lampiran) yaitu 25. Bobot ini diberikan untuk mendorong pengambilan nomor
surat keluar secara manual beralih ke pencatatan digital.

e Bobot surat keluar dengan lampiran belum proses kirim diberikan poin sebesar 75
karena progres sangat besar dan berpengaruh pada ketertiban administrasi
(pertanggungjawaban penggunaan nomor surat).

f  Surat keluar dengan lampiran dan proses kirim mendapatkan poin terbesar 100

karena pelaksanaan persuratan menjadi efektif dan efisien.
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3. Skor Aktivitas Personal Gabungan (SAPG)
X = rata-rata skor aktivitas personal milik pejabat
Y = rata-rata skor aktivitas personal milik staf

Sehingga rumus penghitungannya menjadi:

SAPG= ((X x 0,65) + (Y x 0,35)) x 75%

Keterangan tambahan:

Untuk gabungan skor aktivitas personal, pejabat memiliki bobot sebesar 65% dan staf
memiliki bobot sebesar 35% karena keberhasilan penggunaan sistem naskah dinas
elektronik berawal dari komitmen pimpinan. Selain itu, pimpinan memiliki banyak

aktivitas untuk surat dan disposisi/informasi.

Untuk dapat menghitung jumlah unit kerja yang telah mengimplementasikan naskah
dinas elektronik, perlu mengelompokkan nilai unit kerja yang telah memperoleh skor
penilaian minimal 70 sesuai penghitungan di atas.

Dari hasil nilai, akan dikategorikan sebagai berikut.

Nilai Keterangan Interpretasi
90 — 100 Sudah optimal dalam penggunaan menu surat masuk
dan surat keluar serta aktivitas personal gabungan
Sudah memenuhi target minimal penggunaan menu surat
70 - 89,99 L
masuk dan surat keluar serta aktivitas personal gabungan
Sedang dalam masa transisi penggunaan dan perlu dorongan
60 — 69,99 4 .
secara intensif
0—59.99 Belum aktif dalam penggunaan menu surat masuk dan surat

keluar serta aktivitas personal gabungan

Tabel 3.6 nilai unit kerja yang telah mengimplementasikan naskah dinas elektronik
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Tahun 2022 Target

Indikator Kinerja Kegiatan Capaian Target Realisasi % Renstra
2021 PK 2024
1. Persentase optimalisasi fungsi UKPBJ 111 206 239 116 343

Kemendikbudristek

Tabel 3.7 Capaian Restra Indikator Kinerja 2

Pada tahun 2022, capaian IKK terkait Persentase Satuan Kerja yang mengimplementasikan
sistem naskah dinas elektronik sebanyak 239 Unit Satker atau 116 % dari target 206 Satuan
Kerja di lingkungan Kemendikbudristek.

Capaian Persentase optimalisasi fungsi UKPBJ Kemendikbudristek Tahun

2021 - 2022
300
250 239
200
148 159
150 125
100 102 111
100 84
) I I I
0
TWI TWII TW I TW IV

m2021 m2022

Diagram 3.3 Perbandingan Realisasi IKK 2 dengan Tahun Sebelumnya

Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan program/kegiatan untuk
mencapai target indikator kinerja. Capaian di semester 1V tahun 2022 adalah 239 Unit Kerja,
melebihi target capaian pada tahun 2021 sebesar 111 Unit Kerja Pencapaian realisasi
melebihi target ini didukung faktor-faktor sebagai berikut:

1. Komitmen dan dukungan pimpinan serta pelibatan tunas penggerak di masing-masing
unit kerja dalam implementasi kepatuhan tata naskah dinas dan tata naskah dinas
elektronik melalui penggunaan SINDE.

2. Pelaksanaan asistensi penggunaan SINDE secara intensif kepada seluruh unit kerja di

lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
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Dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Arsip
Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Arsip
Nasional Republik Indonesia (ANRI), Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa
berpartisipasi dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan terhadap Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang di buktikan dengan adanya hasil pengawasan
kearsipan eksternal dan verifikasi hasil pengawasan kearsipan internal tahun 2022,
berdasarkan keputusan Kepala ANRI Nomor 421 tahun 2022 tentang Nilai Hasil
Pengawasan Kearsipan pada Instansi Tingkat Pusat dan Pemerintah Provinsi Tahun 2022
dengan nilai sebesar 94,78 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan) dengan rincian

sebagai berikut:

Nilai Hasil Pengawasan NHP 2022 Bobot NHP x Bobot
Eksternal 92,53 60% 55,52
Internal 98,16 40% 39,26
Nilai Akumulasi 94,78

Tabel 3.8 Indikator nilai pengawasan arsip Kemendikbudristek Tahun 2022

Dengan hasil tersebut perlu dilaksanakan pengawasan kearsipan internal secara terus-
menerus sehingga nilai hasil pengawasan kearsipan internal dengan kategori “sangat

memuaskan” dapat dipertahankan.

Gambar 3.4 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Rise't, dan Teknologi Nomor
20 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kemendikbudristek
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Program/kegiatan terkait yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator
kinerja yang ditetapkan antara lain

1.

Gambar 3.5 Kegiatan Evaluasi penggunaan
SINDE di Lingkungan LLDIKTI

‘ I\ - ya
|

Pelatinan Calon Tunas Penggerak ' _________________ =

Biro dan Pusat Sekretariat Jenderal,

Evaluasi penggunaan Sistem Naskah
Dinas Elektronik (SINDE) di
lingkungan unit utama
Kemendikbudristek,

Arsip pada SINDE,

|r N _G;mbar 3.6 Poliban dalam rangka Benchmarking kearsipan ke Kemendikbudristek |
Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor
20 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Penyiapan data dukung evaluasi tingkat kematangan layanan kearsipan,

Pelaksanaan pemberian penghargaan bagi pimpinan unit pengolah terbaik di lingkungan
unit utama dan upt (musnas, pusdatin, pusdiklat dan sekret Isf),

Pelaksanaan uji coba fitur usul pindah arsip dan pengenalan fitur usul serah arsip,
Pengawasan kearsipan internal di lingkungan unit utama Kemendikbudristek,
Penyerahan arsip statis Kemendikbudristek kepada Arsip Nasional Republik Indonesia.
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| Gambar 3.7 Kegiatan Pembekalan penggunaan Tata naskah dinas dan Tata naskah
| dinas elektronik bagi CPNS Biro Umum dan PBJ Tahun 2022

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya
pencapaian target antara lain

1. Pemutakhiran dan/atau penyesuaian struktur unit kerja, jabatan, dan pengguna di SINDE

belum dilakukan secara responsif oleh admin unit SINDE khususnya di lingkungan PTN.
Hal ini karena adanya resistansi penggunaan SINDE di PTN, salah satunya dari faktor

keberadaan sistem persuratan internal di sebagian besar PTN.

. Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE) yang merupakan sistem persuratan di

lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi belum
ditetapkan sebagai aplikasi sejenis dengan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis
(AUBKD) dan belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis
Terintegrasi (SRIKANDI).

Pembinaan kearsipan di lingkungan PTN dan Politeknik belum terlaksana secara intensif
karena terbentur permasalahan kebijakan (adanya ketidaksinkronan antara
Permendikbudristek Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penyelengaraan Kearsipan dan
instrumen kearsipan di PTN dan Politeknik) dan organisasi kearsipan (kerancuan

mengenai fungsi Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi/LKPT).

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang
dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain

Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata
Naskah Dinas Kemendikbud dan Permendikbudristek Nomor 20 Tahun 2022 tentang
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Penyelenggaraan Kearsipan dengan mengundang Perwakilan Struktural, Pengelola
Persuratan, dan Pengelola Kearsipan di seluruh Unit Kerja Kemendikbudristek
termasuk PTN dan Politeknik yang menghasilkan bahan analisis dan telaah
permasalahan pengelolaan kearsipan.

2. Terlaksananya kegiatan asistensi penggunaan SINDE di lingkungan PTN.

3. Terlaksananya pengembangan menu Arsip pada SINDE yang diselaraskan dengan
proses bisnis kearsipan pada KepmenpanRB Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi
Umum Bidang Kearsipan Dinamis sebagai upaya pengajuan SINDE menjadi aplikasi

sejenis dengan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis.

sk 2  Meningkatnya tata kelola Biro Umum dan PBJ

Sasaran Kegiatan (SK) meningkatnya tata Kelola Biro Umum dan Pengadaan Barang dan
Jasa memiliki 2 indikator kinerja yaitu IKK Predikat SAKIP Biro Umum dan PBJ minimal
BB berhasil terpenuhi 110% dengan predikat A dan skor 88.20 dan Nilai Kinerja Anggaran
atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Umum dan PBJ minimal 93 tercapai 103,70% dengan hasil
penilaian 96,45 per 17 Januari 2022.

e

IKK 2.1 Predikat SAKIP Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa minimal BB

Penerapan sistem akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem
Akuntabilitas Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematik berbagai aktivitas, alat, dan
prosedur dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,
pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah, dalam rangka

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
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Evaluasi atas penerapan SAKIP berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 88
tahun 2021 tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.
Metode Perhitungan

Evaluasi Pelaporan Pengukuran Perencanaan

Kinerja
(30%)

Kinerja
(30%)

Kinerja
(15%)

Kinerja
(25%)

ReallsaS| Tahun 2022 Target
Indikator Kinerja Kegiatan 2021 | Target PK - Rgg;télra

Predikat SAKIP Biro Umum dan PBJ A (81,20) BB 110%
minimal BB

Tabel 3.9 Capaian Renstra Indikator Kinerja 3

Pada tahun 2022 Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa mendapatkan nilai sebesar
88.05 naik secara signifikan dari tahun sebelumnya yaitu 81,20 dengan rincian sebagai

berikut

27% 25,5% 13.05% 22.05 %

Evaluasi
Perencanaan Pengukuran Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
Internal

Ketercapaian target ini, dimungkinkan karena adanya komitmen pimpinan dalam
melaksanakan akuntabilitas kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa.

Program/kegiatan terkait yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator
kinerja yang ditetapkan antara lain

1. Melaksanakan pendataan dan aktivasi pos pendidikan ke daerah terdampak bencana

alam gempa bumi di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.
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2.

Koordinasi evaluasi
perkembangan persiapan
panitia nasional
penyelenggaraan 7t
Platfom Global untuk

Pengurangan resiko

Bencana ke 7 tahun 2022.

Sosialisasi Peraturan

Menteri Keuangan

Republik Indonesia

Nomor 59/PMK.03/2022

dan Rekonsiliasi Gambar 3.8 Peninjauan sekolah berdampak
Bencana gempa bumi oleh Mendikbudristek

Bendahara. ————— e )

Sosialisasi RAN P4GN di lingkungan Kemendikbudristek dan Penyusunan Pagu
Indikatif Anggaran Tahun 2023.

~
A
d Wy

Gambar 3.9 Sosialisasi RAN P4GN di lingkungan Kemendikbudristek dan
i Penyusunan Pagu Indikatif Anggaran Tahun 2023

Pemantauan Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor
01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, dan
Nomor420-1026 Tahun 2022 tentang panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa
Pandemi Covid-19, serta Surat Edaran Mendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Diskresi Keputusan Bersama 4 Menteri tahun ajaran 2022/2023.
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10.

11.

12.

13.

Sosialisasi BAZNAS di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, riset dan
Teknologi.

Sosialisasi pemutakhiran aplikasi SISMINRA dan Implementasi Pembuatan SPT
Pembayaran Pajak.

Mekanisme administrasi Kepegawaian JF PPBJ Biro Umum dan PBJ.

Pembaharuan Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE serta Asesmen aplikasi
TIK Biro Umum dan PBJ.

Penyusunan SKP Jabatan Pelaksanaan dan Fungsional Biro Umum dan PBJ, serta
Penyusunan PAGU Alokasi Anggaran Tahun 2023.

Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dalam situasi darurat dan pemulihan layanan
pendidikan pascabencana tahun 2021 dan 2022.

Gambar 3.10 Apel Kesiapsiagaan Nasional Menghadapi Bencana Tahun 2022 di Provinsi DKI Jakarta

Pemrosesan kenaikan gaji berkala dan pensiun Pegawai serta Pengisian RKAT serta
Manajemen Penyaluran UPZ.
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Biro Umum dan PBJ.

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya
pencapaian target antara lain

1.

Perubahan kebijakan mengenai penilaian kinerja pegawai sesuai dengan PermenpanRB
Nomor 6 Tahun 2022.

Adanya penambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan untuk
pemenuhan pembayaran JF PBJ.
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3. Kurangnya koordinasi antar pihak terkait.

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang
dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain

1. Mensosialisasikan terkait peraturan yang baru, serta mencari informasi dan
berkoordinasi dengan Unit terkait;

2. Pelaksanaan pemetaan pegawai sekaligus Menyusun rancangan juknis mengenai
pembayaran Gaji dan Tunjangan terhadap Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan
Jasa yang baru bergabung;

3. Evaluasi dan memperbaiki metode koordinasi dengan pihak terkait.

o

IKK 1.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Umum dan

Pengadaan Barang dan Jasa minimal 90

Kinerja Anggaran dalam PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi
Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L dievaluasi dalam rangka pengukuran,
penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun

anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya A

untuk  menyusun rekomendasi dalam  rangka

Indikator Indikator
i inari Kinerja Atas  Kinerja atas
peningkatan Kinerja Anggaran. Pengukuran dan Pelekanaan Haci
Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu: Anggaran Pﬂﬁg;g?:gn
1 Aspek Konteks; _ R
2 Aspek Implementasi' dan r_lndikator Penilaian Kinerja J

3 Aspek Manfaat U
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D —

Capaaian
Keluaran

P—

P —

Variabel Aspek
Implementasi
Evaluasi Efisiensi
Kinerja
Anggaran

Penyerapan
Anggaran

Konsistensi
Penyerapan
Anggaran
Terhadap
Perencanaan

Gambar 3.11 Variabel Aspek Implementasi Evaluasi Kinerja Anggaran

dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri Keuangan
berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon |, dan/atau
pimpinan satuan kerja. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi Evaluasi Kinerja Anggaran
sebagaimana dimaksud, Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan pimpinan
satuan kerja melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran yang berada dalam lingkup
kewenangannya.

Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL pada setiap tahunnya ditetapkan oleh
Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan. Pada tahun 2022 target Nilai
Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa
adalah 93, perolehan sementara dari aplikasi Simproka per tanggal 17 Januari 2023 adalah
96,45 atau 103,70% seperti terlihat pada diagram berikut.

Nilai
Kinerja
Anggaran

|
Indikator Penilaian Kinerja

_____ J
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Diagram 3.4 Evaluasi Nilai Kinerja Tahun 2022

120
98,4 99,87 100
100 89,93
80
60
40
20 15,97
0 H
Penyerapan Konsistensi Capaian Output Efisiensi Nilai Efisiensi
Anggaran
Diagram 3.5 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
[IKPA] Tahun 2022
120
100 98,29 94.33 98,98

100 100 100
91,21
83,18
80
60
40
20
0

Pengelolaan Data Kontrak Hal 3 DIPA Revisi DIPA Penyelesaian Realisasi ~ Dispensasi ~ Capaian
UpP Tagihan SPM Output

Capaian Nilai Kinerja Anggaran Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun
2022 adalah sebagai berikut:
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Tahun 2022 Target
Indikator Kinerja Kegiatan Renstra

> —

Realisasi

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-

0,
K/L Biro Umum dan PBJ minimal 91 924 %3 2ot I el %

*Berdasarkan penilaian Spasikita tanggal 17 Januari 2023

Tabel 3.10 Capaian Renstra Indikator Kinerja 4

Pada tahun 2022, capaian Nilai Kinerja Anggaran Biro Umum dan Pengadaan Barang dan
Jasa telah mendapatkan nilai sebesar 96,45% dari target tahun ini sebesar 93%, jumlah ini
naik sebanyak 4% dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya komitmen yang berperan
penting dari pimpinan dan pegawai di lingkungan Biro Umum dan Pengadaan Barang dan
Jasa.

Program/kegiatan terkait yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator
kinerja yang ditetapkan antara lain

1 Dukungan kegiatan pimpinan, kunjungan kerja Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi.

2 Monitoring dan evaluasi Staf Ahli Menteri pada Dinas Pendidikan.

3 Pemasangan LED Display Outdoor dan Indoor.
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Gambar 3.11 Kegiatan kunjungan kinerja Mendikbudristek pada salah satu sekolah di

provinsi Sumatera Barat
4 Penataan sarana kantor Gedung A, C ,

dan Gedung F; -

5 Pemetaan  pegawai ASN  di
lingkungan Biro Umum  dan
Pengadaan Barang dan Jasa;

6 Pelaksanaan medical check up bagi

pegawai Biro Umum dan Pengadaan Gambar 3.12 Penertiban Rumah Dinas Komplek PDK JI.
. Abdul Gahni no 18 Ciputat Timur Tangerang Selatan
Barang dan Jasa;

7 Penertiban Barang Milik Negara rumah dinas Kemendikbudristek:

a. Mess Tendean;

b. Komplek PDK JI. Abdul Gahni no 18 Ciputat Timur Tangerang Selatan.
8 Perencanaan sistem data asset BMN;
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9 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai di lingkungan Biro Umum dan PBJ, dan
Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek.

Gambar 3.13 Dalam rangka kegiatan Ngobrol Bareng Mas
Menteri (NOBAR MAMEN)

Gambar 3.14 Pemasangan LED Outdoor dan Indoor
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Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya
pencapaian target antara lain

1 Adanya restrukturisasi Organisasi Tata Kerja Kemendikbudristek, sehingga pemindahan

tunjangan kinerja yang sebelumnya di Sekretariat Jenderal menjadi ke Unit Kerja sesuai

dengan OTK terbaru;

2 Sehubungan dengan instruksi terbaru Pemerintah untuk menggunakan produk dalam

negeri membuat kesulitan dalam pengadaan peralatan mesin penunjang perkantoran.

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang
dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain

1 Melakukan koordinasi dengan pihak unit kerja terkait dengan pemindahan tunjangan

Kinerja tersebut;

2 Melaksanakan progress pemenuhan barang yang dibutuhkan yang telah terverifikasi oleh

Kemenperin, namun apabila mendesak bersurat kepada Unit Eselon | dalam pengerjaan

proses pemesanan barang tersebut.

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2022 Pagu Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai DIPA

Nomor

SP  DIPA-023.01.1.137590/2022

15 November 2021 sebesar

tanggal

Rp354.427.002.000,00. Sampai dengan bulan Desember 2022, telah dilakukan revisi DIPA
sebanyak 11 (sebelas) kali dan pagu anggaran menjadi Rp333.731.690.000,00,00 dengan
rincian sebagai berikut:

DIPA TANGGAL TOTAL PAGU KETERANGAN
Revisi 0 17 November 2021 | Rp 354,427,002,000 | DIPA O

Revisi 1 17 Desember 2021 | Rp 354,427,002,000 | Automatic Adjustment

Revisi 2 16 Februari 2022 Rp 354,427,002,000 | Revisi Kanwil

Revisi 3 7 April 2022 Rp 355,927,002,000 | Pemenuhan Kebutuhan AMDAL
Revisi 4 11 April 2022 Rp 355,927,002,000 | Revisi Kanwil

Revisi 5 9 Mei 2022 Rp 355,927,002,000 | Pergeseran antar KRO

Revisi 6 | 8 Juli 2022 Rp 355,927,002,000 | Revisi Kanwil

Revisi 7 22 Juli 2022 Rp 355,821,701,000 | Realokasi Anggaran

Revisi 8 | 12 Oktober 2022 Rp 333,731,690,000 | Penyerahan Blokir AA ke BA BUN
Revisi 9 14 Oktober 2022 Rp 333,731,690,000 | Pergeseran antar KRO

Revisi 10 | 7 November 2022 Rp 333,731,690,000 | Buka Blokir Forklift

Revisi 11 | 26 Desember 2022 Rp 333,731,690,000 | Revisi Kanwil

Revisi 12 | 17 Januari 2023 Rp 333,731,690,000 | Penyelesaian Pagu Minus

Tabel 3.11 Revisi DIPA Tahun 2022
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Atas anggaran tersebut didapatkan capaian sebesar Rp328.517.793.000,00 dengan
persentase capaian anggaran sebesar 98,44%.

Rp354.427.002.000,00

Pagu Awal

Rp333.731.690.000,00

Pagu Revisi
Terakhir

Realisasi

Rp328.517.793.000,00

Gambar 3.15 Pagu Anggaran Biro Umum dan PBJ TA 2022

Persentase Pagu Anggaran 2022

" Sisa, 1,56%

“ Realisasi,
98,44%

u Realisasi ®Sisa

Gambar 3.16 Realisasi Pagu Anggaran Biro Umum dan PBJ TA 2022

Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 2 (dua) sasaran
program dengan 4 (empat) indikator Kinerja kegiatan. Berikut rincian penyerapan anggaran
pada masing-masing sasaran/indikator Kinerja.

39



BIRO UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA
LAPORAN KINERJA TA. 2022

No

Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK)

Pagu

Realisasi

Presentase

Predikat SAKIP Biro
Umum dan Pengadaan
Barang dan Jasa minimal
BB

Rp16.100.278.000

Rp15.737.141.199

97,74%

Nilai Kinerja Anggaran
atas Pelaksanaan RKA-
K/L Biro Umum dan
Pengadaan Barang dan
Jasa minimal 90

Rp305.336.429.000

Rp300.607.015.682

98,45%

Persentase optimalisasi
fungsi UKPBJ
Kemendikbudristek

Rp8.449.167.000

Rp8.448.954.826

99,99%

Jumlah unit kerja yang
mengimplementasikan
sistem naskah dinas
elektronik

Rp3.845.816.000

Rp3.724.683.058

96,85%

Tabel 3.12 Realisasi Anggaran IKK Biro Umum dan PBJ TA 2022

Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2022, Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa berhasil melakukan

efisiensi/refocussing anggaran dengan

total sebesar

efisiensi/refocussing tersebut dirinci sebagai berikut:

-Rp21.995.312.000,00. Hasil

dan Layanan Penyelenggaraan
Kearsipan

No Asal Refocussing Tujuan Refocussing Nilai
1 | Realokasi Anggaran dari Alokasi Anggaran Peringatan
pusdatin yang dialokasikan Hari-hari Besar Nasional,
Kebijakan Staf Ahli Menteri, Rp5,000,000,000

2| Realokasi Tunjangan 3 Balai | ajokasi ke Ditjen GTK -Rp5,105,301,000
dan PTP
3 | Realokasi Belanja Barang ke | Konsultan Dashboard Report
Belanja Modal RUP sesuai Kebijakan PDN,
Konsultan Pengembangan Rp200,000,000
Tools Penyusunan RUP untuk
PTN BH
4 | Realokasi Anggaran Instruksi Menteri Keuangan
Automatic Adjustment terkait realokasi Anggaran -Rp22,090,011,000
BUPBJ ke BA BUN Automatic Adjustment
Total -Rp21,995,312,000

Tabel 3.13 Efisiensi anggaran Biro Umum dan PBJ tahun 2022
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C. Penghargaan

Pada tahun(isi tahun berjalan), Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa mendapatkan
penghargaan (dokumen terdapat pada lampiran):

No

Nama Penghargaan

Instasi yang
memberikan
Penghargaan

Tanggal
Pemberian

Instansi
Penerima
Penghargaan

1

Komitmen dan Jasanya dalam
melakukan Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkotika
(P4GN)

BNN RI

27 Juni 2022

Biro Umum
dan PBJ

Piagam penghargaan Atas Peran
Sertanya dalam Penyelamatan
dan Pelestarian Arsip Statis
Penanganan Covid-19 yang
Bernilai Guna
Pertanggungjawaban Nasional
bagi Kehidupan Bermasyarakat,
Berbangsa, dan Bernegara

Arsip Nasional
RI

17 Agustus
2022

Biro Umum
dan PBJ

Penyelamatan dan Pelestarian
Arsip yang Bernilai Guna
Pertanggungjawaban Nasional
bagi Kehidupan Bermasyarakat,
Berbangsa, dan Bernegara

Arsip Nasional
RI

17 Agustus
2022

Biro Umum
dan PBJ

Apresiasi Presiden Republik
Indonesia dalam rangka realisasi
Produk Dalam Negeri
Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Kemendikbudristek)
mencapai 72,7%.

Presiden
Republik
Indoensia

29
September
2022

Biro Umum
dan PBJ

UPZ Kementerian dengan
Pengumpulan ZIS terbaik

Ketua
BAZNAS RI

26 Oktober
2022

Biro Umum
dan PBJ

Pelaksanaan pengawasan
kearsipan tingkat Instansi
Tingkat Pusat dan Pemerintah
Provinsi Tahun 2022 sebesar
94,78 dengan kategori “AA
(Sangat Memuaskan)”

Arsip Nasional
RI

13 Desember
2022

Biro Umum
dan PBJ

Tabel 3.14 Penerimaan Penghargaan Biro Umum dan PBJ tahun 2022
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BAB IV

Penutup

Pada tahun 2022, Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa berhasil melaksanakan
seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan
pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan tersebut.

pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan tersebut.

Presentase Optimalisasi Fungsi UKPBJ
Kemendikbudristek

Pagu Belanja ~ Realisasi
Grafik 4.1 IKK 1 Presentase Optimalisasi Fungsi UKPBJ Kemendikbudristek

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

Realisasi
85,3%
(113,73%)

Pagu Belanja;

Target 75% Rp8.449.167.000,00

99,98%

Realisasi;
Rp8.448.954.826,00

Jumlah Unit Kerja yang
Mengimplementasikan SINDE

100%
Realisasi 239 90%
Unit Kerja 80%
(116,02%) 0% Pagu Belanja;
Rp3.845.816.000,00
Tar_get 296 . 0% p
Unit Kerja
50%
40% 96,85%
30%
20% Realisasi;
10% Rp3.724.682.058,00
0%

Pagu Belanja  Realisasi

Grafik 4.2 IKK 2 Jumlah Unit Kerja yang Mengimplementasikan Sistem Naskah Dinas Elektronik
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Predikat SAKIP Biro Umum dan
Pengadaan Barang dan Jasa Minimal BB

100%
90%

Realisasi A 80%

Pagu Belanja;
0 70%

(100%) 600/“ Rp16.100.278.000,00
Target A i
50%
40% 97,74%

30%

20% Realisasi;

10% Rp15.737.141.199,00

0%

Pagu Belanja  Realisasi

Grafik 4.3 IKK 3 Predikat SAKIP Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa minimal BB

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan
RKA-K/L Biro Umum dan PBJ Minimal

90

Realisasi 96,45 Lo

eallsasl vo, 90%

(103,71%) 80% Pagu Belanja;
70% Rp305.336.429.000,0

Target 93 60% 0

50%
40% 98,45%
30%
20% Realisasi;
10% Rp300.607.015.682,00

0%
Pagu Belanja  Realisasi

Grafik 4.4 IKK 4 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Umum dan Pengadaan Barang
dan Jasa Minimal 90

Kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2022 secara keseluruhan
dinyatakan berhasil karena realisasi atas target dari ke-4 Indikator Kinerja Kegiatan melebihi
100% dengan rata-rata sebesar 108,37%. Capaian Kinerja tersebut turut didukung dengan
kinerja keuangan di tahun 2022 dengan penggunaan anggaran sebesar
Rp328.517.793.765,00 atau 98,44% dari total pagu sebesar Rp333.731.690.000,00.
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Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022,
berbagai inovasi dan strategi telah dilakukan untuk mendukung perncapaian target kinerja:

« Pelatihan calon tunas penggerak kepatuhan tata naskah dinas dan tata
naskah dinas elektronik yang berperan di masing-masing unit kerja
sebagai katalis pengoptimalan sistem sesuai dengan regulasi yang
berlaku

Inovasi

« Strategi yang dilakukan untuk menjalankan inovasi tersebut antara
lain memberikan pembekalan materi dan praktik sesuai kebutuhan
serta pelibatan dalam pelaksanaan asistensi untuk pegawai di
masing-masing unit kerja

Strategi

« Sebagai perwujudan komitmen pimpinan, hasil evaluasi penggunaan
SINDE di lingkungan unit utama Kemendikbudristek dilaporkan
secara rutin dan berkelanjutan

Inovasi

« Laporan evaluasi penggunaan SINDE disampaikan melalui surat

Strateg dinas Sekretaris Jenderal kepada seluruh pemimpin unit utama

Y

Untuk memastikan perbaikan pencapaian di tahun yang akan datang Biro Umum dan
Pengadaan Barang dan Jasa akan melakukan langkah-langkah berikut:

Langkah Kerja

Tahun 2023 Memfasilitasi rapat koordinasi kearsipan dengan mengundang

KemenPAN dan RB beserta ANRI untuk membahas permasalahan
penyelenggaraan kearsipan di Kemendikbudristek, khususnya di
lingkungan PTN Akademik dan Politeknik;

Melaksanakan pembinaan dan asistensi secara intensif kepada unit
kerja Kemendikbudristek, khususnya terkait proses bisnis kearsipan
melalui menu arsip pada SINDE;

Mengawal kebermanfaatan sistem melalui evaluasi skor statistik unit
kerja dan rapat koordinasi antarpihak terkait;

Berkoordinasi dengan LKPP untuk memperkuat level capaian UKPBJ
dan melaksanakan penyesuaian SOP yang ada dengan peraturan terbaru
terkait dengan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
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LAMPIRAN

1 Perjanjian Kinerja :
a Perjanjian Kinerja Awal

Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa

Dengan
Sekretaris Jenderal

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi
pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Triyantoro

Jabatan : Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Subarti

Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian

kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi
pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta,22 Maret 2022

Sekretaris Jenderal Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang
dan Jasa

Catatan:

"‘ Seriinbast T UUTTE No. TT Tahin 2008 Pasar's Ayat T Tnformass Elebironk dan/atau hasi cetakannya mevupakan et BUkt yang sah™
2. Dolumen ini telah ditandatangand secara elektronik menggunakan sertifikat elektronsk yang ditertibkan oleh BSrE
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Target Kinerja

# Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
Perjanjian
Kinerja 2022

1 [SK 1] Meningkatnya [IKK 1.1] Persentase optimalisasi fungsi UKPBJ 75
kualitas layanan Kemendikbudristek
ketatausahaan serta

pengadaan barang dan jasa

bidang pendidikan [IKK 1.2] Jumlah unit kerja yang 206
kebudayaan, riset,'dan mengimplementasikan sistem naskah dinas
teknologi elektronik
2 [SK 2] Meningkatnya tata [IKK 2.1] Predikat SAKIP Biro Umum dan A
kelola Biro Umum dan PB] Pengadaan Barang dan Jasa minimal BB
[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas 93

Pelaksanaan RKA-K/L Biro Umum dan
Pengadaan Barang dan Jasa minimal 90

Balai Catatan:

‘7‘ glee'l:tfrg(:lskl 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE
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No | Kode Nama Kegiatan Alokasi

1 1985 Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Rp. 354.427.002.000
Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Barang dan
Jasa
TOTAL Rp. 354.427.002.000

Jakarta,22 Maret 2022

Sekretaris Jenderal Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang
dan Jasa

Suharti Triyantoro

Balai Catatan:

gfef;;frg(:lskl 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE
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b  Perjanjian Kinerja Akhir

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa

Dengan
Sekretaris Jenderal

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi
pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Triyantoro

Jabatan : Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Subarti

Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi
pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta,30 Desember 2022

Sekretaris Jenderal, Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang
dan Jasa,

' Salai Catatan:
‘d Sertifikast  TUTVE No. TT Tahun 2008 Pasal 5 Ayat I Informasi Elekiron dan/atau hasi Cetakannya merupakan alat bukti yang san.
2. Dofumen ini telah ditandatangand secara elektronik menggunakan sertifikat elektrond yang ditertibkan oleh BSrE
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2 Pengukuran Kinerja

Target PK Target Triwulanan Realisasi Triwulanan

Kode Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan Satuan
02 | twi | Tw2 | TW3 | Twa | Twl | TW2 | TW3 | Tw4

SP Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi

SK Meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan serta pengadaan barang dan jasa bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi

IKK 5.3.2.1 |Persentase optimalisasi fungsi UKPBJ Kemendikbudristek % 75 75 85,30%

IKK 5.3.3.1 |Jumlah unit kerja yang mengimplementasikan sistem naskah dinas elektronik |Unit Kerja 206 120 140 160 206 125 143 151 239

SK Meningkatnya tata kelola Biro Umum dan PBJ

IKK 5.3.4.7 |Predikat SAKIP Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa minimal BB Predikat A A A

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Umum dan Pengadaan

IKK 5.3.13. -
53138 Barang dan Jasa minimal 90

Nilai 93 93 94
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Lampiran Penghargaaan Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa

a. Penghargaan Komitmen dan Jasanya  dalam melakukan Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), BNN RI

b. Piagam penghargaan Atas Peran Sertanya dalam Penyelamatan dan Pelestarian Arsip
Statis Penanganan Covid-19 yang Bernilai Guna Pertanggungjawaban Nasional bagi
Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

4 ,2}/7///// 4 /'///(/////'y//////

NOMOR : HM.0S/ 31§ /2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penyelamatan Arsip Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
dengan ini Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia membenkan penghargaan kepada

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
“Aas Peran Sertanya dalam Penyelamatan dan Pelestanan Arsip Statis Penanganan (ovid-19 yang Bernilat Guna Pertangeunggawaban Nasional
b hehadupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara”

Jakarta, 17 Agustus 2022
Kepaia Arsip Ngsmaj)Rewbhk Indonesia,

o /} /;{/»1—/&.\/

Imam Gunarto
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c. Penghargaan Penyelamatan dan Pelestarian Arsip yang Bernilai Guna

Pertanggungjawaban Nasional bagi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan
Bernegara.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolos

las | Serlanya 1 P amatan dan Pelestanian Arsip Statis Perangaman Covid-19 vang Bernila Guna P

o hehidupan Bermasvarakal, Berbangsa. dan Ber

Imam Gunarto

d. Apresiasi Presiden Republik Indonesia dalam rangka realisasi Produk Dalam Negeri
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)
mencapai 72,7%.

KEMENDIKBUDRISTEK

:NGARAHAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENKES

KEMENHAN

KEMENKOMINFO
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e. Penghargaan UPZ Kementerian dengan Pengumpulan ZIS terbaik

BAZNAS
ok v Tt o

PENGHARGAAN

AT EIRENT
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f.

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-AK.01.00/4881/2022 Jakarta, 13 Desember 2022
Sifat : Segera

Lampiran : Dua Lembar dan Satu Eksemplar

Hal : Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022

Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Republik Indonesia

di

Jakarta

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang MNomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan
Peraturan Arsip MNasional Republik Indonesia Momor 6 Tahun 2019 tentang
Pengawasan Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memiliki tugas
melaksanakan pengawasan kearsipan terhadap Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah Provinsi.

Pelaksanaan pengawasan kearsipan Tahun 2022 meliputi pengawasan
kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. Nilai Hasil Pengawasan
Kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dengan
bobot 60% dan nilai pengawasan kearsipan internal dengan bobot 40% sesuai
ketentuan Pasal 24 Peraturan Arsip Masional Republik Indonesia Momor & Tahun
2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Selanjutnya Nilai Hasil Pengawasan
Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan
kearsipan pada Kementerian/Lembaga/Daerah.

Hasil Pengawasan kearsipan eksternal dan Verifikasi Hasil Pengawasan
Kearsipan Internal Tahun 2022 pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas
Kearsipan AMRI telah ditetapkan nilai hasil pengawasan kearsipan berdasarkan
Keputusan Kepala ANRI Nomor 421 Tahun 2022 tentang Nilai Hasil Pengawasan
Kearsipan pada Instansi Tingkat Pusat dan Pemerintah Provinsi Tahun 2022
adalah sebesar 94,78 (sembilan puluh empat koma tujuh delapan) dengan
kategori “AA (Sangat Memuaskan)” dengan rincian sebagai berikut:

Milai. ..

Dokumen ini telah ditandatangan secara elekfronik yang diterbitkan alefr Balai Sertiffkasi Elekfronik (BSrE), BSSN

Penghargaan Pelaksanaan pengawasan kearsipan tingkat Instansi Tingkat Pusat dan
Pemerintah Provinsi Tahun 2022 sebesar 94,78 dengan kategori “AA (Sangat
Memuaskan)”.
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2.

Nilai Hasil Pengawasan NHP 2022 Bobot NHP x Bobot
Eksternal 92,53 609% 55,52
Internal 98,16 409% 39,26
Milai Akumulasi 94,78

Nilai hasil pengawasan kearsipan internal merupakan nilai rata-rata yang
diperoleh unit pengolah (unit kerja setingkat eselon II) di lingkungan kantor pusat
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
Dengan hasil tersebut perlu dilaksanakan pengawasan kearsipan internal secara
terus-menerus sehingga nilai hasil pengawasan kearsipan internal dengan
kategori “sangat memuaskan” dapat dipertahankan.

Untuk menindaklanjuti hasil pengawasan eksternal bersama ini kami
sampaikan ringkasan hasil pengawasan kearsipan sebagaimana terlampir dan
Laporan Audit Kearsipan Eksternal Tahun 2022,

Kami sangat mengapresiasi upaya Bapak beserta seluruh jajaran untuk
meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kami berharap hasil pengawasan atas kualitas penyelenggaraan kearsipan dapat
mendukung pencapaian kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Republik Indonesia.

Atas perhatian Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

Kepala ANRI,

Drs.lmam Gunarto M.Hum.






